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Abstrak
Jumlah kasus demam berdarah dengue (DBD) cenderung meningkat serta berpotensi menimbulkan kejadian 
luar biasa (KLB) mendorong Pemerintah Kota Semarang menerbitkan kebijakan berupa  Peraturan Daerah 
nomor 5 tahun 2010 tentang Pengendalian DBD, yang bertujuan untuk mewujudkan penanggulangan DBD 
yang terkoordinasi, terintegrasi dengan kerjasama berbagai pihak, termasuk masyarakat. Tujuan penelitian 
ini untuk mengevaluasi implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengendalian Penyakit 
Demam Berdarah Dengue. Metode evaluasi implementasi Perda dilakukan secara kualitatif dengan kerangka 
kerja policy analysis triangle yang meliputi konteks, konten, pelaku dan proses. Peraturan Daerah No. 5 tahun 
2010 tentang pengendalian DBD Kota Semarang, merupakan kebijakan di bidang kesehatan dengan pelaku 
kebijakan adalah pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan. Konten Perda tersebut mencakup 
peran, hak dan kewajiban masing-masing pelaku kebijakan, pengendalian DBD yang meliputi pencegahan, 
penanggulangan dan KLB DBD serta sanksi untuk petugas maupun masyarakat. Implementasi Perda hingga 
tahun 2015 tercapai 22,6% dari 177 kelurahan. Angka bebas jentik (ABJ) cenderung menurun, Incidence Rate 
(IR) juga mengalami penurunan, namun Case Fatality Rate (CFR) berfluktuatif. Mekanisme sanksi belum 
diterapkan dan kerjasama lintas sektor dan masyarakat masih belum optimal. Perlu dilakukan sosialisasi 
lebih intensif, baik kepada lintas sektor serta masyarakat, yang dapat dilakukan dengan mendayagunakan 
petugas surveilans kesehatan (Gasurkes) sesuai wilayah kerja masing-masing.
Kata kunci: implementasi, kebijakan, pengendalian, DBD
Abstract
The number of dengue haemorrhagic fever (DHF)cases tend to increase and potentially dengue outbreak 
encourage the Semarang City Government to issue local policy was Local Regulation number 5 by 2010 on DHF 
control, which aims to realize coordinating DHF and integrated cooperation with various parties, including the 
community. The aim of this study to evaluate the implementation of local regulation number 5 of 2010 concerning 
Control of DHF. The evaluation method this study was qualitative method using policy analysis triangle framework 
covering context, content, actors and process. Context of the Local Regulation on the DHF control was a health 
field with the policy actors are government, community and stakeholders. The content of this regulation covers 
the roles, rights and obligations of each policy actor, DHF control including prevention cases and outbreak and 
sanctions for community and officials. Regulation implementation till 2015 reached 22.6% from 177 villages. The 
free number of larvae tends to decrease, but incidence rate (IR) decreases too, case fatality rate (CFR) fluctuates. 
Sanctions mechanisms have not yet been implemented and cross-sector and community cooperation isn’t  optimal. 
More intensive socialization both cross-sector and community should be utilizing health surveillance officers 
(Gasurkes) in accordance with their respective working areas.
Keywords: implementation, policy, controlling, DHF
118
Vektora Volume 10 Nomor 2, Oktober 2018: 117 - 124
PENDAHULUAN
Demam berdarah dengue (DBD) merupakan penyakit 
endemis lebih dari 100 negara di wilayah tropis maupun 
subtropis dan merupakan penyakit tular vektor paling 
signifikan pada tingkat global. Berdasarkan laporan 
World Health Organization (WHO) diperkirakan 50 – 
100 juta penderita demam dengue dan sekitar 500.000 
penderita berlanjut ke arah DBD, serta sekitar 22.000 di 
antaranya meninggal terutama pada anak-anak (Sanyaolu 
et al., 2017). Demam berdarah dengue di Indonesia 
pada tahun 2015 telah tersebar di 34 provinsi dan 436 
(85%) kabupaten/kota. Jumlah kasus DBD mengalami 
peningkatan dari tahun 2014 sebanyak 100.347 penderita 
menjadi 126.675 penderita pada tahun 2015. Incidence 
Rate (IR) nasional pada tahun 2014 sebesar 39,76 
per 100.000 penduduk meningkat menjadi 49,5 per 
100.000 penduduk pada tahun 2015, target nasional yang 
ditetapkan sebesar < 51 per 100.000 penduduk. Angka 
kematian akibat DBD pada tahun 2014 telah mencapai 
0,90%, akan tetapi angka tersebut mengalami sedikit 
peningkatan pada tahun 2015 menjadi 0,97%. Penderita 
DBD tidak hanya pada anak-anak akan tetapi sudah 
menyerang kelompok umur dewasa.  Selain hal tersebut 
itu, DBD yang semula hanya terjadi di wilayah perkotaan, 
saat ini telah meluas ke wilayah pedesaan (Kementerian 
Kesehatan RI, 2015; 2016).
Kota Semarang menempati urutan ketiga wilayah 
dengan kasus DBD tertinggi di Jawa Tengah pada tahun 
2015, setelah Kota Magelang dan Kabupaten Jepara. 
Jumlah kasus DBD di Kota Semarang pada tahun 2015 
mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2014, dari 
1.628 kasus pada tahun 2015 menjadi 1.737 kasus pada 
tahun 2015. Incidence Rate (IR) meningkat dari 92,45 
per 100.000 penduduk pada tahun 2014 menjadi 98,61 
per 100.000 penduduk pada tahun 2015, sedangkan 
Case Fatality Rate (CFR) mengalami penurunan dari 
1,66% pada tahun 2014 menjadi 1,21% pada tahun 2015 
(Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2015; Dinas 
Kesehatan Kota Semarang, 2015). 
Upaya yang telah dilakukan Dinas Kesehatan Kota 
Semarang dalam penanggulangan DBD mengacu pada 
Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah disusun 
sebagai dasar operasional. Pokok kegiatan dalam 
SPM mengenai Pencegahan dan Pemberantasan DBD 
(P2DBD) mencakup dua kegiatan, yaitu penemuan 
tersangka/penderita DBD di Puskesmas dan tindak lanjut 
hasil penemuan tersangka/penderita DBD. Kegiatan 
tindak lanjut dari penemuan tersangka/penderita 
DBD adalah penyelidikan epidemiologi (PE) untuk 
menentukan tindakan selanjutnya, yaitu fogging focus 
dan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) (Trapsilowati 
& Sulistyorini, 2008). Salah satu cara pencegahan DBD 
adalah memutus mata rantai siklus hidup nyamuk vektor 
dengan pemberantasan sarang nyamuk (PSN)  melalui 
kegiatan 3M (menguras, menutup dan mengubur barang 
bekas) plus upaya lain seperti penebaran ikan pemakan 
jentik. Upaya tersebut tidak dapat berhasil dengan baik 
tanpa koordinasi dan kerjasama baik dari lintas program, 
lintas sektor, lembaga swasta maupun masyarakat 
(World Health Organization, 2009). 
Berdasarkan pertimbangan bahwa DBD 
merupakan penyakit menular yang sering timbul 
mendadak, berbahaya, sering menyebabkan kematian, 
serta belum ditemukan vaksin pencegahnya, dan 
adanya jumlah kasus yang cenderung meningkat serta 
berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa (KLB), 
maka Pemerintah Daerah Kota Semarang menerbitkan 
peraturan daerah (Perda). Peraturan Daerah Nomor 5 
Tahun 2010 tentang Pengendalian Penyakit Demam 
Berdarah Dengue bertujuan untuk mewujudkan 
penanggulangan DBD yang terkoordinasi, terintegrasi 
dengan kerjasama berbagai pihak, termasuk masyarakat 
(Pemerintah Kota Semarang, 2010).
Menurut Green (2000) regulasi dan/atau kebijakan 
merupakan salah satu faktor pemungkin (enabling 
factors) dalam perubahan perilaku masyarakat (Fertman 
& Allensworth, 2010). Pelaksanaan regulasi yang baik 
akan mendorong masyarakat serta pihak terkait untuk 
melaksanakan kegiatan upaya pencegahan DBD seperti 
yang diharapkan. Penilaian terhadap kinerja regulasi/
kebijakan dapat dilakukan melalui evaluasi terhadap 
implementasi kebijakan yang telah dilakukan. Hasil 
evaluasi implementasi kebijakan dapat memberikan 
pengetahuan yang relevan tentang ketidaksesuaian antara 
kinerja yang diharapkan dengan kinerja yang dihasilkan 
(William N Dunn, 2003). Tujuan studi ini adalah untuk 
mengevaluasi implementasi Peraturan Daerah Nomor 
5 Tahun 2010 tentang Pengendalian Penyakit Demam 
Berdarah Dengue. Hasil evaluasi diharapkan dapat 
memberikan masukan kepada pemangku kepentingan 
maupun pelaku kebijakan untuk memperbaiki proses 
pelaksanaan peraturan daerah tersebut.
BAHAN DAN METODE
Metode yang digunakan untuk mengevaluasi 
implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 
2010 tentang Pengendalian DBD adalah kualitatif 
dengan kerangka kerja policy analysis triangle yang 
meliputi pelaku kebijakan, konteks, konten dan proses 
pelaksanaan kebijakan (Buse et al., 2007).  Lokasi 
penelitian dilakukan di Kota Semarang selama 4 (empat) 
dari bulan Agustus hingga November 2015.
Sumber data meliputi data primer dan data 
sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan 
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wawancara mendalam kepada informan yang terlibat 
dalam pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2010 Kota 
Semarang. Informan dari institusi meliputi petugas dari 
Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit (P3) 
dan Seksi Pemberantasan Penyakit Menular (P2M) serta 
pelaksana Program Pencegahan dan Pemberantasan 
DBD (P2DBD) Dinas Kesehatan Kota Semarang, 
Kepala Kelurahan Sendangmulyo dan Kepala Kelurahan 
Mugassari.  Penentuan sampel kelurahan secara 
purposive sampling dengan alasan bahwa Kelurahan 
Sendangmulyo merupakan kelurahan percontohan 
pelaksanaan Perda atau yang telah mengimplementasikan 
Perda, sedangkan Kelurahan Mugassari merupakan 
kelurahan yang belum mengimplementasikan Perda. 
Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui 
telaah dokumen pada Dinas Kesehatan Kota Semarang. 
Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan 
menggambarkan masing-masing aspek kebijakan yang 




Pelaku kebijakan pada Peraturan Daerah Kota 
Semarang Nomor 5 tahun 2010 tentang Pengendalian 
Demam Berdarah Dengue adalah pemerintah, warga 
masyarakat dan pemangku kepentingan. Pemerintah daerah 
adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintah Daerah. Warga masyarakat 
adalah setiap individu/perorangan bagian dari masyarakat 
yang berdomisili di Kota Semarang. Pemangku kepentingan 
adalah pejabat lintas sektoral, unsur-unsur organisasi/
ikatan profesi, pemuka masyarakat, pengelola tetempat-
tempat umum, tokoh agama, Pemberdayaan Kesejahteraan 
Keluarga (PKK), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), 
dunia usaha dan swasta.
Konteks Kebijakan
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 
merupakan kebijakan bidang kesehatan yang fokus 
pada pengendalian penyakit demam berdarah dengue 
(DBD). Latar belakang diterbitkannya Perda tersebut 
adalah :1). Bahwa DBD merupakan penyakit menular 
yang timbulnya mendadak secara cepat dalam waktu 
relatif singkat yang sangat berbahaya dan mematikan 
serta sampai saat ini belum diketemukan vaksin 
pencegahnya, 2). Kota Semarang merupakan daerah 
yang masih terdapat DBD (daerah endemis) yang 
kasusnya cenderung meningkat dari tahun ke tahun dan 
berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa.
Konten Kebijakan
Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang No. 
5 Tahun 2010 ditetapkan di Kota Semarang pada 
tanggal 7 Juli 2010 oleh Walikota Semarang. Perda 
Kota Semarang No. 5 Tahun 2010 terdiri dari 12 bab 
dan 29 pasal. Isi Perda tersebut mencakup peran, hak 
dan kewajiban masing-masing pelaku kebijakan, 
pengendalian penyakit DBD yang meliputi pencegahan, 
penanggulangan dan KLB DBD, serta sanksi. 
Proses Pelaksanaan
Pelaksanaan Perda Kota Semarang No. 5 Tahun 
2010 diawali pada tahun 2011. Tahap awal dilakukan 
sosialisasi Perda kepada seluruh perwakilan kelurahan 
di Kota Semarang sebanyak 177 kelurahan. Uji 
coba penerapan Perda pada tahun 2011 hanya di satu 
kelurahan, yaitu Kelurahan Pedurungan Kidul. Selain 
sosialisasi langsung kepada masyarakat, media lokal 
baik cetak maupun elektronik juga turut berperan untuk 
sosialisasi Perda No.5 Tahun 2010. Pemilihan kelurahan 
percontohan pelaksanaan Perda ditentukan oleh Dinas 
Kesehatan Kota Semarang, dengan dasar pertimbangan 
jumlah kasus DBD di wilayah kelurahan. 
Jumlah kelurahan yang telah dibina dalam 
penerapan Perda tentang pengendalian DBD sampai 
tahun 2015 sebanyak 40 kelurahan (22,6%) dari 177 
kelurahan yang ada dan dilakukan secara bertahap dari 
tahun 2011 – 2015. Kelurahan yang telah dibina dalam 
penerapan Perda tentang pengendalian DBD tahun 2011 
– 2015 disajikan pada Tabel 1.
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Tabel 1.  Jumlah Kelurahan Dibina dalam Penerapan Perda No. 5 Tahun 2010 Kota Semarang Tahun 2011 – 
2015
Tahun Jumlah Kelurahan Nama Kelurahan
2011   1 Pedurungan Kidul
2012   3 Sukorejo, Gunungpati, Ngaliyan.
2013 14 Mangunharjo, Sambiroto, Sendang Mulyo, Sendang Guwo, Tembalang, Tandang, Meteseh dan 
Kramas, Candi, Karanganyar Gunung, Jomblang, Gajah Mungkur, Petompon, Sampangan.
2014   7 Muktiharjo Kidul, Tlogosari Kulon, Ngemplak Simongan, Manyaran, Pedurungan Tengah, 
Gayamsari dan Bangetayu Kulon.
2015   5 Srondol Kulon, Srondol Wetan, Gedawang, Pudak Payung dan Banyumanik.
Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Dinas 
Kesehatan Kota Semarang dalam mendukung 
implementasi Perda tentang DBD adalah merekrut 
dan menetapkan Petugas Surveilans Kesehatan 
(Gasurkes) dimulai pada tahun 2015. Tenaga Gasurkes 
didistribusikan di seluruh wilayah kelurahan yang ada 
di Kota Semarang. Tugas pokok Gasurkes antara lain 
melakukan surveilans kasus DBD dan faktor risiko 
DBD serta pemantauan Program Kesehatan Ibu dan 
Anak (KIA). Tenaga Gasurkes selain mempunyai 
tugas tersebut di atas, juga sebagai fasilitator dalam 
pertemuan di masyarakat baik tingkat Dasa Wisma, 
Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) di wilayah 
kelurahan masing-masing. Perencanaan tahun 2016, 
Gasurkes akan dipisah antara KIA dan DBD, sehingga 
masing-masing lebih fokus dalam melaksanakan tugas. 
Kegiatan lain dalam mendukung Perda adalah 
pemantauan jentik rutin (PJR) di semua wilayah 
kelurahan di Kota Semarang, baik yang daerah yang 
sudah ataupun belum menerapkan Perda. Hasil kegiatan 
PJR tahun 2011 -2014 disajikan pada Gambar 1.
Angka kesakitan (Incidence rate) dan angka kematian 
(Case fatality rate) akibat DBD di Kota Semarang dalam 
periode 2010 hingga 2015 disajikan pada Gambar 2 dan 3.
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            Gambar  1. Angka bebas jentik kegiatan PJR Kota Semarang tahun 2010 – 
2014 
Angka kesakitan (Incidence rate) dan 
angka kematian (Case fatality rate)  akibat 
DBD di Kota Semarang dalam periode 2010 



































Gambar 2. Incidence rate DBD Kota Semarang tahun 2010 - 2015

































Gambar 2. Incidence rate DBD Kota Semarang tahun 2010 - 2015
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      Gambar 3. Case Fatality Rate DBD Kota Semarang tahun 2010 - 2015
Angka kesakitan dan angka kematian DBD 
di Kota Semarang dalam  kurun 5 tahun terakhir 
cenderung fluktuatif. Gambar 2 menunjukkan 
bahwa angka kesakitan DBD tertinggi pada tahun 
2010 yaitu 368,7/100.000 penduduk dengan angka 
kematian DBD sebesar 0,85%. Pada periode awal 
aplikasi Perda No.5 tahun 2010, terdapat penurunan 
IR DBD di tahun 2012, walaupun pada tahun 2013 
terlihat ada peningkatan kasus dari 70,9 menjadi 
134,09 per 100.000 penduduk. Pada tahun 2015 
terdapat sedikit kenaikan jumlah kasus DBD dari 
92,43 menjadi 92,77 per 100.000 penduduk. Angka 
kematian akibat DBD pada 5 tahun terakhir tertinggi 
pada tahun 2012 dan 2014 yaitu 1,76 % dan 1,66%. 
Pada tahun 2015, angka kematian akibat DBD 
turun dari 1,66% menjadi 1,1% (Gambar 3) (Dinas 
Kesehatan Kota Semarang, 2015).
Penerapan Perda tentang pengendalian DBD 
tidak hanya tanggung jawab dari sektor kesehatan 
semata, akan tetapi membutuhkan dukungan dan 
kerjasama lintas program maupun lintas sektor 
(pemangku kepentingan). Hal tersebut juga 
telah diatur di dalam Perda. Hasil wawancara 
mendalam kepada informan dari Dinas Kesehatan 
maupun Puskesmas menunjukkan bahwa selama 
diterbitkannya Perda tentang pengendalian DBD, 
lintas sektor yang terlibat belum seperti yang 
diharapkan. Lintas sektor yang terlibat aktif selama 
ini	adalah	PKK,	kelurahan	dan	kecamatanز	
Perencanaan pada tahun 2016 adalah tahapan 
penegakan Perda No. 5 Tahun 2010 dengan 
melakukan ujicoba sosialisasi penerapan sanksi 
dengan melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja 
(Satpol PP), Kepolisian, Komando Rayon Militer 
(Koramil), Komando Distrik Militer (Kodim) dan 
Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) lainnya.
Hasil wawancara dengan Kepala Kelurahan 
Mugassari diketahui bahwa Kelurahan Mugassari 
belum melakukan atau menerapkan Perda tentang 
Pengendalian DBD, akan tetapi kegiatan PJR telah 
dilakukan di wilayah kelurahan tersebut. Secara 
sepintas, Kelurahan Mugassari telah mendengar 
tentang Perda Nomor 5 tahun 2010 tentang 
pengendalian DBD, terutama tentang sanksi 
pidana yang cukup besar. Kelurahan Mugassari 
belum menerapkan Perda tentang pengendalian 
DBD, sehingga pihak kelurahan belum pernah 
memberikan sosialisasi kepada masyarakat di 
wilayahnya. Meskipun demikian petugas pemantau 
jentik (PPJ) yang melakukan pemantauan sudah 
memberikan arahan kepada masyarakat untuk 
melakukan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) 
secara rutin. Harapan informan, sebaiknya Gasurkes 
yang bertugas di setiap kelurahan sedini mungkin 
melakukan sosialisasi Perda kepada masyarakat.
Wawancara pada informan pada kelurahan yang 
sudah menerapkan Perda dilakukan di Kelurahan 
Sendangmulyo. Sebagai Informan adalah Kepala Seksi 
Kesejahteraan dan Sosial (Kesos) selaku wakil Lurah 
Sendangmulyo. Hasil wawancara diketahui bahwa 
meskipun sudah menerapkan Perda pengendalian DBD, 
banyak hal yang sudah lupa karena sosialisasi baru satu 
kali. Kegiatan yang ada adalah penugasan Gasurkes 
yang baru dilakukan pada tahun 2015 dan pemantauan 
jentik rutin (PJR). Sosialisasi ke masyarakat tentang 
Perda pengendalian DBD sangat kurang dan untuk 
penegakan sanksi belum pernah dilakukan, karena siapa 
122
Vektora Volume 10 Nomor 2, Oktober 2018: 117 - 124
yang berwenang memberikan surat peringatan dan 
selanjutnya belum ada sosialisasi yang jelas. Harapan 
dari perwakilan kelurahan yang telah menerapkan Perda 
pengendalian DBD adalah sosialisasi kepada masyarakat 
agar ditingkatkan, serta mekanisme pemberian sanksi 
dijelaskan secara lebih terinci serta sosialisasi jangan 
hanya dilakukan hanya sekali, perlu diulang agar tidak 
cepat lupa.
PEMBAHASAN
Kota Semarang sudah memiliki payung hukum 
dalam upaya pengendalian DBD melalui Perda No.5 
Tahun 2010 tentang Pengendalian DBD. Berdasarkan 
Keputusan Menteri Kesehatan No. 581/MENKES/SK/
VII/1992 menyebutkan bahwa kegiatan pemberantasan 
penyakit DBD dilakukan oleh pemerintah dan 
masyarakat di bawah koordinasi Kepala wilayah/daerah 
(Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 1992). Hal 
ini diperkuat dengan peraturan desentralisasi kesehatan 
yaitu Undang-undang  (UU) No.22 tahun 1999 dan 
Peraturan Pemerintah (PP) No.25 tahun 2000 pasal 2 
ayat 10, bahwa pelaksanaan pemberantasan DBD di 
daerah tingkat kabupaten/kota saat ini menjadi tugas dan 
wewenang dari pemerintah daerah. Otonomi daerah juga 
memberikan peran yang lebih luas kepada kabupaten/
kota untuk secara aktif dan mandiri melakukan kegiatan 
pengendalian vektor DBD di wilayahnya sesuai dengan 
kondisi spesifik lokal daerah (Kementerian Kesehatan 
RI, 2015).
Pelaku dalam Perda Nomor 5 Tahun  2010 meliputi 
organisasi pemerintah maupun organisasi masyarakat 
serta swasta, serta individu tokoh dan pemuka masyarakat 
maupun warga masyarakat. Pelaku kebijakan menurut 
Walt dan Gilson (1994) berada pada posisi tengah 
kerangka segitiga analisis kebijakan (Buse et al., 
2007). Strategi global pencegahan dan pengendalian 
DBD menggariskan bahwa hubungan, koordinasi 
dan kerjasama merupakan faktor pemungkin dalam 
implementasi strategi global yang efektif. Kebijakan dari 
Kementerian Kesehatan RI juga menggariskan dalam 
misi pengendalian DBD, bahwa pengendalian DBD 
mengedepankan aspek pemberdayaan dan peran serta 
masyarakat, serta kemitraan multisektor (WHO, 2012; 
Buse & Waxman, 2001; Kementerian Kesehatan RI, 
2015). Implementasi kebijakan program pengendalian 
DBD di Mexico juga dilakukan secara multi disiplin, 
multi sektoral dan peran serta masyarakat (Buse & 
Waxman, 2001).
Kesehatan merupakan urusan pemerintah konkuren 
wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Penetapan 
peraturan daerah merupakan kebijakan pemerintah 
daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah 
yang menjadi kewenangan daerah (Presiden RI, 
2014). Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2010 tentang 
Pengendalian DBD di Kota Semarang, merupakan 
peraturan dengan konteks bidang kesehatan dan secara 
khusus peraturan dalam pengendalian DBD. Dalam 
rangka mewujudkan pemerintahan yang baik efisien 
dan akuntabel, khususnya dalam bidang kesehatan di 
Kota Semarang telah diterbitkan Keputusan Walikota 
nomor 065/314 tanggal 29 Desember 2003 tentang 
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan, 
di mana salah satu isinya tentang pengendalian DBD 
(Trapsilowati dan Sulistyorini, 2008). 
Konten Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2010 
secara teknis merupakan cerminan dari SPM yang 
diterbitkan pada Tahun 2003, yang diacu dari pedoman 
penanggulangan DBD secara nasional. Akan tetapi, 
pada  perda ini dijelaskan secara lebih rinci peran 
masing-masing institusi maupun individu, mencakup 
kewenangan dan tanggungjawab, hak dan kewajiban 
masing-masing pihak serta sanksi apabila melakukan 
pelanggaran. Isi kebijakan bersifat mengikat dan 
memaksa yang diwujudkan dalam peraturan-peraturan, 
perundang-undangan dan lainnya yang dibuat oleh 
pemerintah dan beroriensi pada kesejahteraan masyarakat 
(Ramdhani, Abdullah; dan Ramdhani, 2017).    
Kelurahan di Kota Semarang yang telah dibina 
dalam penerapan  Perda No. 5 tahun 2010 tentang 
Pengendalian DBD sampai tahun 2015 sejumlah 40 
kelurahan (22,6%).  Sosialisasi Perda telah dilakukan 
kepada seluruh perwakilan kelurahan Kota Semarang. 
Selain sosialisasi langsung kepada masyarakat, media 
massa cetak maupun elektronik juga turut berperan 
untuk sosialisasi Perda  No.5 Tahun 2010. Penelitian 
Sari et.al (2013) terkait implementasi perda yang sama, 
menyatakan bahwa sosialisasi yang disampaikan Dinas 
Kesehatan kepada masyarakat sudah tepat, namun masih 
kurang menyeluruh. Intensitas penyampaian informasi 
masih kurang dan masih ada perbedaan persepsi antar 
petugas, sehingga mempengaruhi konsistensi dalam 
mengatasi permasalahan  (Sari et al, 2013). 
Keberadaan Gasurkes serta pelaksanaan PJR oleh 
kader kesehatan merupakan bentuk tanggungjawab 
pemerintah Kota Semarang dalam mengatasi 
permasalahan DBD. Peningkatan APBD Kota Semarang 
pada tahun 2015 cukup tinggi dibanding tahun 2014, 
khususnya dalam kegiatan PJR (Kamila & Nadjib, 
2015). Meskipun demikian, apabila dilihat dari tahapan 
wilayah yang mengimplementasikan Perda berjalan 
cukup lambat dari sejak pertama sosialisasi pada seluruh 
kelurahan pada tahun 2011. Hal tersebut menyebabkan 
salah satu wilayah yang sudah mengimplementasikan 
Perda menyatakan banyak hal yang sudah lupa dan 
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mekanisme sanksi belum dilaksanakan. Menurut 
Edwards III menyatakan bahwa ada empat aspek 
yang berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan, 
yaitu kewenangan/struktur birokrasi, komunikasi, 
sumberdaya dan disposisi atau sikap dari pelaksana 
(Ramdhani, Abdullah; dan Ramdhani, 2017).  Salah 
aspek komunikasi yaitu kejelasan, merupakan faktor 
yang berpengaruh dalam proses pelaksanaan kebijakan. 
Tujuan, tanggung jawab, organisasi dan individu yang 
terlibat, serta sanksi atas pelanggaran harus disampaikan 
secara jelas, sehingga masing-masing dapat memberikan 
kinerja yang optimal. Implementasi Perda No. 5 Tahun 
2010 di Kota Semarang, masih perlu kejelasan terutama 
dalam penerapan sanksi, hingga tahun 2015 belum 
diberlakukan penerapan sanksi serta pihak-pihak yang 
terlibat dalam penegakan Perda tersebut. Tidak adanya 
mekanisme pemberian sanksi yang jelas berdampak 
masyarakat kurang perhatian dalam melakukan 
pencegahan DBD, sehingga ABJ terjadi penurunan. 
Angka bebas jentik (ABJ) pada tahun 2012 terjadi 
peningkatan, namun pada tahun 2013 dan 2014 terjadi 
penurunan ABJ. Presentasi ABJ merupakan indikator 
output upaya pencegahan DBD oleh masyarakat yang 
dilakukan melalui kegiatan pemberantasan sarang 
nyamuk (PSN). Salah satu tujuan kebijakan nasional 
pengendalian DBD adalah membatasi penularan DBD 
dengan mengendalikan populasi vektor dengan ABJ di 
atas atau sama dengan 95% (Kementerian Kesehatan 
RI, 2015). Apabila dilihat pada wilayah kelurahan yang 
mengimplementasikan Perda dengan  ABJ kota Semarang 
secara keseluruhan, maka masih memungkinkan terjadi 
penularan DBD di Kota Semarang. Meskipun demikian, 
jumlah kasus DBD lima tahun terakhir setelah tahun 
2010 terjadi penurunan kasus tinggi dari incidence rate 
(IR) 368,7 per 100.000 penduduk menjadi 92,77 per 
100.000 penduduk pada tahun 2015. Angka kematian/
case fatality rate (CFR) cenderung fluktuatif, dan dari 
tahun 2012 hingga 2015 CFR > 1%, sedangkan target 
nasional sebesar < 1% (Kementerian Kesehatan RI, 
2015). Penelitian evaluasi kebijakan dengan model 
CIIPP (context, input, process and product) di Provinsi 
Cebu, Philipina menunjukkan hasil yang berbeda dengan 
yang terjadi di Kota Semarang. Penelitian di Philipina 
menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kasus dan 
kematian akibat DBD terutama di wilayah perkotaan dan 
padat penduduk. Hal tersebut salah satunya disebabkan 
pembersihan tempat perkembangbiakan nyamuk tidak 
menyeluruh, sehingga masih memungkinkan terjadinya 
perkembang- biakan vektor DBD (Heruela & Cempron-
cutamora, 2015). 
Salah satu misi program pengendalian DBD nasional 
adalah mengedepankan aspek pemberdayaan dan peran 
serta masyarakat serta kemitraan multi sektor. Peran utama 
masyarakat adalah melakukan kegiatan pemberantasan 
sarang nyamuk (PSN) di rumah, sedangkan peran 
lintas sektor adalah melakukan monitoring dan evaluasi 
terhadap kegiatan PSN yang telah dilakukan pemerintah 
(Kementerian Kesehatan RI, 2015). Implementasi 
Perda No. 5 Tahun 2010 salah satu kendalanya adalah 
kurangnya dukungan masyarakat serta lintas sektor, hal 
tersebut tercermin pada ABJ yang belum seperti yang 
diharapkan. Berdasarkan penelitian tentang analisis 
kebijakan program pengendalian DBD di Mexico juga 
menemukan hal yang sama, yaitu beban kegiatan baik 
finansial maupun sumber daya manusia pada sektor 
kesehatan setempat (González Fernández et al., 2010). 
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2010 tentang 
pengendalian DBD Kota Semarang, merupakan 
kebijakan di bidang kesehatan dengan pelaku kebijakan 
adalah pemerintah, masyarakat dan pemangku 
kepentingan. Peraturan Daerah tersebut memuat tentang 
peran, hak dan kewajiban masing-masing pelaku 
kebijakan, pengendalian penyakit DBD yang meliputi 
pencegahan, penanggulangan dan KLB DBD serta 
sanksi untuk petugas maupun masyarakat. Implementasi 
Perda belum dilakukan di seluruh kelurahan yang ada 
di Kota Semarang, dengan output ABJ masih di bawah 
target akan tetapi incidence rate (IR) DBD menurun. 
Mekanisme sanksi belum diterapkan dan kerjasama dari 
lintas sektor dan masyarakat masih belum optimal. 
Saran
Perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif, baik 
kepada lintas sektor maupun masyarakat. Hal tersebut 
dapat dilakukan dengan mendayagunakan petugas 
surveilans kesehatan (Gasurkes) sesuai dengan wilayah 
kerja masing-masing.
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